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ABSTRAK

Dalam upaya pemenuhan hak atas berserikat masyarakat berhak atas
kebebasan berorganisasi dalam bentuk organisasi masyarakat. Salah satu wujud
tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017. Indonesia sebagai
negara hukum wajib memenuhi hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat. Namun,
salah satu norma dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 mengatur tentang
tata cara pembubaran organisasi masyarakat yang mana dalam proses pembubaran
tersebut menghapuskan proses peradilan. Penelitian ini membahas mengenai
pertama tentang tata cara bagaimana pembubaran organisasi masyarakat di
Indonesia dan kedua tentang kajian yuridis pembubaran organisasi masyarakat
ditinjau dari hak berserikat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif
legal research, dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual.
Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama pengaturan pembubaran organisasi
masyarakat di Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian aturan yang
berbeda-beda. Kedua pembubaran organisasi masyarakat tidak sesuai dengan konsep
negara hukum.

Kata kunci: Pembubaran, Hak Berserikat, organisasi masyarakat



ABSTRACT

In an effort to fulfill the rights of society, it is entitled to the freedom of
organization in the form of community organization. One of these forms is governed
by law number 16 of 2017. Indonesia as a law country must fulfill the rights owned
by the community. However, one of the norms in Law No. 16 of 2017 governs the
procedure for the dissolution of the community organization in which the dissolution
abolished the judicial process. This study discusses first about the ordinance of how
the dissolution of community organizations in Indonesia and second about the
juridical study of the dissolution of community organizations is reviewed from the
rights of Union. The study uses a normative legal research method of research, with
a statutory and conceptual approach method. The research concluded that the first
setting of the dissolution of the community organization in Indonesia has undergone
several changes in different rules. Second.

Keywords: Dissolution, Right of union, Community organization
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